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Menurut A. Junaedi Karso (2022) dalam bukunya “Good Governance” menyatakan bahwa salah satu tujuan negara Indonesia yang tertuang dalam Undang-undang Dasar yaitu memajukan kesejahteraan umum, tujuan negara ini dapat diwujudkan melalui tindakan seperti menyediakan fasilitas yang layak, menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan memiliki integritas yang tinggi, serta menciptakan penegakan hukum yang adil. Untuk mencapai itu semua memerlukan biaya yang tidak sedikit, oleh karenannya pemerintah perlu sumber pemasukan yang dapat mendukung tercapainya tujuan untuk memajukan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Salah satu sumber pemasukan negara adalah pajak. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang dipungut berdasarkan undang-undang, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi negara. Menurut Siti Resmi (2015) dalam bukunya "Perpajakan (Teori & Kasus)", pajak memiliki peran penting dalam perekonomian negara. Buku tersebut menjelaskan bahwa pajak tidak bersifat langsung diberikan imbalan atau pengembalian yang spesifik kepada pembayar pajak, tetapi digunakan untuk kepentingan umum, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan sektor-sektor lain yang mendukung kemajuan negara.
Pajak adalah sumber pembiayaan penting untuk pembangunan nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Saat ini, pajak berperan signifikan dalam pendapatan negara, menjadi sumber dana potensial yang berkaitan dengan struktur serta kualitas penduduk, serta stabilitas ekonomi dan politik Wulandari et al. (2022). Pengelolaan pajak menjadi prioritas bagi pemerintah pusat dan daerah oleh karena itu masyarakat Indonesia harus semakin menyadari pentingnya pajak sebagai sarana berpartisipasi dalam tugas negara. Pajak memiliki dua fungsi utama yaitu fungsi budgeter untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan fungsi regulasi untuk mengatur kebijakan sosial ekonomi.  
Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2021 , pajak digolongkan menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah sesuai kewenangan pengelolaannya. Menurut UU Nomor 33 Tahun 2004 penggolongan ini mendukung desentralisasi fiskal, yaitu pembagian kewenangan pengelolaan sumber daya fiskal antara pusat dan daerah. Tujuannya agar daerah memiliki kemandirian fiskal dalam membiayai Pembangunan dan pelayanan public, sehingga tidak bergantung sepenuhnya pada pemerintah pusat.
Menurut Marselinus Oktoianus (2021) Pajak pusat adalah pajak yang dipungut langsung oleh pemerintah pusat, yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementriaan keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak. Hasil dari pemungutan pajak pusat akan digunakan untuk pembiayaan belanja negara. Pajak pusat sendiri terbagi dalam beberapa jenis pajak, yaitu: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan khusus Perkebunan, perhutanan, pertambangan (PBB P3), dan Bea Materai (BM). 
Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah. Adapun jenis-jenis pajak daerah dibagi menjadi pajak daerah provinsi dan pajak daerah kabupaten/kota. Pajak daerah provinsi yaitu sebagai berikut : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Alat Berat (PAB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan (PAP), Pajak Rokok dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Opsen Pajak MBLB). Sedangkan pajak daerah Kabupaten/Kota yaitu: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak  Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB), Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Pemerintah provinsi memiliki kewenangan untuk memungut pajak yang mencakup wilayah yang lebih luas sementara pemerintah kabupaten/kota berfokus pada pajak yang lebih spesifik dan bersifat lokal dan langsung terkait dengan kegiataan ekonomi atau masyarakat ditingkat kabupaten/kota. 
Menurut Akhmadi et al. (2022) terdapat 3 (tiga) sumber pendapatan daerah yaitu, Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah. Dari ketiganya hanya pendapatan asli daerah (PAD) yang sepenuhnya dikelola pemerintah daerah sebagai wujud desentralisasi. Salah satu pajak yang berperan penting bagi pendapatan asli daerah (PAD) adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2), yaitu pungutan atas tanah dan bangunan karena adanya manfaat atau kedudukan sosial ekonomi sesuai UU Nomor 28 Tahun 2009. Di Kabupaten Kutai Kartanegara, desentralisasi fiskal diwujudkan melalui kewenangan pemerintah daerah memungut pajak, yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah.
Kabupaten Kutai Kartanegara, yang terletak di Provinsi Kalimantan Timur, dengan luas wilayah mencapai 27.263,50 km², terdiri dari 20 kecamatan dan 237 kelurahan. Penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2020 tercatat sebanyak 734.485 jiwa, dengan mayoritas bermukim di daerah pedesaan. Untuk meningkatkan pelayanan perpajakan, Bapenda Kukar menerapkan Tanda Tangan Elektronik (TTE) pada dokumen PBB-P2 guna menjamin keabsahan dan efisiensi pelayanan (KoranKaltim.com 2023). Selain itu, penguatan Sistem Informasi Manajemen Objek Pajak (SISMIOP) dilakukan untuk menghadapi potensi peningkatan wajib pajak seiring rencana pemindahan ibu kota negara, dengan harapan mengoptimalkan penerimaan daerah dan mendukung pembangunan infrastruktur (Dirjen Pajak 2022).
Penetapan target penerimaan pajak daerah diperlukan sebagai acuan dalam menggambarkan potensi pendapatan dari objek pajak. Namun, realisasi penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Kutai Kartanegara belum optimal karena tingkat kepatuhan masyarakat yang relatif rendah, ditunjukkan dengan masih banyaknya wajib pajak yang belum melakukan pembayaran
[bookmark: _Toc207742857]Tabel 1. 1 Data Kepatuhan Wajib Pajak
	Tahun
	Tepat waktu (SPT)
	Terlambat
(SPT)
	Tidak Melaporkan (SPT)
	Total OP

	2021
	5.919 
(11.4 %)
	4.536 
(8.73 %)
	41.482 
(79.87 %)
	51.937

	2022
	7.133
 (13.33 %)
	3.887 
(7.26 %)
	42.493
 (79.41 %)
	53.513

	2023
	7.673
 (13.79 %)
	4.000 
(7.19 %)
	43.958
 (79.02 %)
	55.631

	2024
	5.692
 (9.92 %)
	6.637
 (11.57 %)
	45.028
 (78.55 %)
	57.357


Sumber: Bapenda Kukar. Diolah dari data kepatuhan wajib pajak 2021-2024
Tabel 1.1 menyajikan data kepatuhan wajib pajak terhadap Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) di Kabupaten Kutai Kartanegara selama empat tahun terakhir yaitu dari 2021-2024. Data diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dan telah diolah untuk menunjukan tingkat kepatuhan serta ketidakpatuhan wajib pajak. Berdasarkan Tabel 1.1 tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) masih tergolong rendah dan fluktuatif. Selama periode 2021 hingga 2024, persentase wajib pajak yang melaporkan SPT tepat waktu tidak pernah mencapai 15%, bahkan mengalami penurunan dari 13,78% pada 2023 menjadi hanya 9,89% pada tahun 2024. Di sisi lain, mayoritas wajib pajak tidak melaporkan SPT, dengan persentase yang konsisten berada di atas 78% setiap tahunnya, begitu juga dengan jumlah wajib pajak yang terlambat melaporkan SPT, dimana pada tahun 2024 jumlah wajib pajak yang terlambat mencapai 11.57%. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun jumlah objek pajak meningkat, tingkat kepatuhan belum menunjukkan perbaikan signifikan
[bookmark: _Toc207742858]Tabel 1. 2 Data Target & Realisasi PBB-P2 Kab.Kutai Kartanegara
	Tahun
	Target
	Realisasi Tahun Berjalan
	Persentase

	2020
	Rp14,536,240,155
	Rp6,160,822,757
	42,4%

	 2021
	Rp15,225,945,537
	Rp6,914,663,261
	45,4%

	2022
	Rp14,695,989,554
	Rp7,027,459,439
	47,8%

	2023
	Rp15,647,751,645
	Rp8,139,089,236
	52%

	2024
	Rp17,085,343,931
	Rp6,216,654,597
	36,4%


Sumber: eSPTPD Kukar/Sipeda
Dapat diketahui dari Tabel 1.2 bahwa dalam kurun waktu 2020 hingga 2024 realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) terus mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020 realisasi pajak bumi dan bangunan (PBB-P2) adalah sebesar 42,4% dari target, kemudian pada tahun 2021 meningkat sebesar 45,4% dari target. Pada tahun 2022 kembali terjadi peningkatan terhadap realisasi pajak bumi dan bangunan (PBB-P2) sebesar 47,8% dari target, hal serupa juga terjadi pada tahun 2023 dimana realisasi mencapai 52% dari target. Namun pada tahun 2024 terjadi penurunan, dimana realisasi yang diterima pada tahun 2024 adalah 36,4%, kondisi ini sejalan dengan fenomena penurunan persentase wajib pajak yang melaporkan SPT tepat waktu pada tahun 2024. Penurunan terhadap pembayaran pajak yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir menandakan bahwa adanya masalah kepatuhan, dimana wajib pajak (WP) tidak patuh dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2)
Menurut Muhamad Zulfariansyah (2021) kepatuhan wajib pajak adalah salah satu faktor kunci yang menentukan keberhasilan sistem perpajakan. Meskipun pemerintah telah berupaya meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak, namun masih terdapat sejumlah tantangan dalam mewujudkan kepatuhan tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak sangatlah beragam, mulai dari kualitas pelayanan fiskus, kebijakan fiskal yang diterapkan oleh pemerintah daerah, hingga dinamika yang terjadi di media sosial yang mempengaruhi opini wajib pajak. 
[bookmark: _Hlk195599925]Pelayanan fiskus adalah salah satu faktor yang di yakini dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Menurut Ahmad Ardiyansyah (2016) Pelayanan Fiskus adalah layanan pajak yang diberikan oleh petugas pajak kepada wajib pajak yang memiliki kepentingan terhadap organisasi tersebut sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Menurut Gaol S & Sarumaha (2022) Pelayanan fiskus adalah cara dari petugas pajak dalam membantu, mengurus, menyediakan, atau menyiapkan apa yang dibutuhkan terkait perpajakan. Sistem pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan menganut sistem Official Assessment System dimana nominal pajak yang terutang dihitung dan ditetapkan oleh fiskus. Dalam sistem ini wajib pajak bersifat pasif sedangkan fiskus bersifat aktif, dengan demikian pelayanan yang diberikan oleh fiskus dapat menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak. Pelayanan yang responsive dan bermutu dapat meningkatkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap institusi pajak, yang pada gilirannya akan mendorong wajib pajak untuk lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Penelitian Ahmad Ardiyansyah (2016) membuktikan bahwa pelayanan fiskus memberikan pengaruh signifikan secara langsung terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi tanggung jawab pajaknya. Hasil tersebut tidak searah dengan penelitian Siani Ningsih (2018) yang menunjukan hasil bahwa pelayanan fiskus tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. 
Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Kutai Kartanegara masih menghadapi sejumlah permasalahan krusial, terutama terkait keakuratan data antara objek dan subjek pajak. Ketidaksesuaian data, seperti objek pajak yang tercatat atas nama pemilik sebelumnya meskipun telah berpindah tangan, menghambat proses pemungutan pajak (KoranKaltim.com 2023). Menurut Hidayah (2022) pemilik baru kerap enggan membayar karena merasa tidak memiliki kewajiban terhadap pajak yang tercantum atas nama orang lain. Kondisi ini menjadi salah satu hambatan dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara menyeluruh. Bapenda Kabupaten Kutai Kartanegara juga mengakui bahwa pemutakhiran data menjadi salah satu tantangan utama dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak (KoranKaltim.com 2023). Disamping itu, keterbatasan dalam pelaksanaan sosialisasi dan kegiatan pendampingan turut memperburuk tingkat kepatuhan. Meski telah dilakukan sejumlah upaya seperti pemutakhiran data dan penyuluhan di wilayah tertentu, distribusi informasi belum merata. Wajib pajak yang tidak tersentuh oleh program sosialisasi ini sering kali tidak memahami kewajiban perpajakannya secara utuh, yang pada akhirnya berdampak pada rendahnya tingkat kepatuhan Bapenda Kukar (2023). 
Masalah pelayanan fiskus juga semakin kompleks seiring dengan kemajuan digitalisasi pelayanan, pemerintah daerah mulai menerapkan sistem elektronik seperti e-PBB dan Tanda Tangan Elektronik (TTE) dalam proses administrasi perpajakan. Meskipun bertujuan meningkatkan efisiensi dan transparansi, transformasi digital ini belum sepenuhnya berhasil menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Masih banyak wajib pajak yang mengalami kesulitan dalam mengakses dan memanfaatkan teknologi ini karena keterbatasan literasi digital (KoranKaltim.com 2023). Wajib pajak yang tidak familiar dengan teknologi merasa sistem terlalu rumit, sehingga enggan membayar pajak, hal ini dapat menciptakan persepsi bahwa pelayanan fiskus tidak ramah pengguna, sehingga menurunkan niat wajib pajak untuk patuh (Hidayah 2022). Tanpa disertai bimbingan yang memadai, digitalisasi justru dapat menciptakan ketimpangan baru dalam pelayanan fiskus. Digitalisasi tanpa pendampingan yang memadai justru dapat memperlebar kesenjangan pelayanan fiskus (Koran Kaltim, 2023) 
Fenomena-fenomena tersebut mengindikasikan bahwa kualitas pelayanan fiskus masih perlu ditingkatkan, tidak hanya dari sisi sistem dan infrastruktur, tetapi juga dari aspek pendekatan yang lebih inklusif dan partisipatif. Ketidaktepatan data, minimnya jangkauan edukasi, dan kendala digitalisasi menunjukkan bahwa pelayanan fiskus belum sepenuhnya optimal dalam membina kepatuhan wajib pajak PBB-P2 di wilayah ini.
Faktor kebijakan fiskal juga salah satu faktor yang dapat mendorong kepatuhan wajib pajak. Di Kabupaten Kutai Kartanegara, pemerintah daerah secara aktif telah menerbitkan sejumlah kebijakan fiskal yang berorientasi pada pemberian in sentif kepada wajib pajak. Kebijakan tersebut antara lain tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 379/SK-BUP/HK/2021, yang memuat ketentuan penghapusan denda 100% atas tunggakan PBB-P2 sejak tahun 1994 hingga 2020, serta penundaan masa jatuh tempo pembayaran. Kemudian, pada tahun 2024, pemerintah kembali menerbitkan Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 379/SK-BUP/HK/2021 yang mengubah batas akhir pembayaran PBB-P2 dari semula tanggal 30 September menjadi 30 Desember 2024. Selain itu, sanksi administratif berupa denda atas keterlambatan pembayaran untuk masa pajak tahun 2019 hingga 2023 dihapuskan sepenuhnya jika pembayaran dilakukan sebelum 31 Desember 2024. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 2 tahun 2025, kebijakan fiskal yang ditetapkan oleh pemerintah daerah adalah pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) untuk NJOP tanah dibawah Rp25.000.000
Kebijakan fiskal menunjukkan adanya komitmen pemerintah daerah dalam menciptakan iklim perpajakan yang lebih ramah dan mendorong partisipasi wajib pajak. Namun demikian, efektivitas kebijakan-kebijakan tersebut dalam meningkatkan kepatuhan masih belum banyak dikaji secara ilmiah. Kebijakan tersebut bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Saputra et al. (2021) kebijakan fiskal yang diterapkan oleh pemerintah daerah terkait pajak dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. 
Romadhon et al. (2020) mengatakan bahwa dalam kerangka teori atribusi, kebijakan fiskal berupa insentif pajak akan membentuk atribusi eksternal wajib pajak terhadap pemerintah daerah. Kebijakan yang jelas, adil, dan mudah dipahami akan memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya, sehingga atribusi eksternal yang terbentuk bersifat positif dan mendorong kepatuhan, sebaliknya kebijakan yang rumit, tidak transparan, tidak konsisten dan kurang berdampak nyata justru dapat membentuk atribusi negatif dan menurunkan tingkat kepatuhan pajak. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Suharto Mulyanta (2022) menyatakan bahwa kebijakan fiskal berupa insentif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, hasil tersebut berbanding terbalik dengan penelitian Saputra et al. (2021) yang menyatakan bahwa kebijakan fiskal yang dikeluarkan pemerintah berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
Dinamika media sosial merupakan faktor pendorong kepatuhan wajib pajak. Hafizd et al. (2023) perkembangan teknologi informasi, khususnya media sosial, telah mengubah cara masyarakat berinteraksi dan menyampaikan aspirasi. Media sosial kini menjadi saluran utama untuk menyebarkan informasi, termasuk informasi perpajakan, baik oleh pemerintah maupun pihak swasta. Menurut Reza Aditya Ariesandrio (2018) dinamika media sosial adalah pola perilaku atau interaksi yang terjadi di platform media sosial yang menciptakan pengaruh atau perubahan terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Dinamika ini melibatkan informasi pajak, diskusi, opini publik, serta kampaye atau pengaruh dari tokoh publik terkait kebijakan pajak, pengalaman pajak, dan isu-isu pajak yang dapat mempengaruhi kepatuhan pajak. 
Salah satu isu perpajakan yang mencerminkan dinamika media sosial adalah tergerusnya kepercayaan publik terhadap Direktorat Jendral Pajak (DJP) Kemenkue akibat kasus pencucian uang yang dilakukan oleh salah satu pejabat pajak (Tempo.com 2023). Masyarakat yang kecewa terhadap kasus ini melakukan gerakan penolakan pembayar pajak dan menumpahkan kekesalan di media sosial. Viralnya berita tentang kasus ini beresiko terhadap menurunnya kepatuhan wajib pajak. Selain itu salah satu isu perpajakan yang mencerminkan dinamika media sosial adalah fenomena “No Viral, No Justice” yang menunjukkan bahwa sebagian wajib pajak lebih memilih menyuarakan ketidakpuasan atau keberatan terhadap kewajiban pajak melalui media sosial daripada menempuh jalur resmi yang telah disediakan dalam hukum acara perpajakan, kecenderungan ini dapat menimbulkan persepsi negatif terhadap otoritas pajak dan berpotensi menyebarkan informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan (Pajak.go.id 2022). 
Nur Indah Fitriana et al. (2024) dalam penelitiannya mengatakan bahwa pemberitaan kasus korupsi yang beredar di media sosial dapat menurunkan tingkat kepatuhan wajib pajak.  Penelitian ini menyoroti bagaimana informasi negatif yang tersebar luas dapat mempengaruhi sikap dan perilaku wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Penelitian ini menunjukan bahwa persepsi masyarakat terhadap berita korupsi yang beredar di media sosial dapat berdampak langsung pada tingkat kepatuhan wajib pajak.
Fenomena-feomena ini mencerminkan dinamika media sosial yang kompleks, di mana interaksi, berita yang menyinggung pajak, diskusi, dan opini publik terkait perpajakan dapat memengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak. Penggunaan media sosial jika digunakan untuk menyebarkan ketidakpuasan terhadap Lembaga pemerintah, dapat merusak moral pajak masyarakat, akibatnya masyarakat menjadi kurang patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan (Allif Anwar Abu Bakar et al. 2023). Penelitian Reza Aditya Ariesandrio (2018) menunjukkan bahwa pesan dalam media sosial dapat memengaruhi sikap wajib pajak terhadap kepatuhan perpajakan 
Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa media sosial dapat berperan dalam meningkatkan kesadaran pajak dan memperbaiki persepsi masyarakat terhadap kewajiban perpajakan Zikrulloh (2024). Melalui platform seperti Facebook, Twitter, dan Instagram, pemerintah dapat lebih mudah mengedukasi wajib pajak mengenai pentingnya membayar PBB-P2 dan dampaknya terhadap pembangunan daerah, hal ini tentunya akan membentuk atribusi eksternal positif. Namun, pengaruh media sosial tidak selalu memberi  dampak positif. Beberapa penelitian menyatakan bahwa media sosial dapat menumbuhkan persepsi negatif terhadap pajak jika informasi yang disebarkan tidak akurat dan disertai pernyataan negatif Fitriana et al. (2024). Hal ini membentuk atribusi eksternal negatif yang dapat menurunkan motivasi untuk patuh. Dalam hal ini, di satu sisi media sosial dapat memberi dampak positif dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui edukasi dan kampanye yang efektif, namun disisi lain dapat menyebabkan distorsi informasi yang berakibat pada menurunnya kepatuhan wajib pajak.
Berdasarkan fenomena dan ketidakonsistenan hasil dari penelitian sebelumnnya, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini kembali.
[bookmark: _Toc207740071][bookmark: _Toc207748699]1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan pada penjelasan latar belakang tersebut, dengan ini dapat dirumuskan rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Apakah Pelayanan Fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2 di Kabupaten Kutai Kartanegara?
2. Apakah Kebijakan Fiskal berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2 di Kabupaten Kutai Kartanegara?
3. Apakah Dinamika Media Sosial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2 di Kabupaten Kutai Kartanegara?
[bookmark: _Toc207740072][bookmark: _Toc207748700]1.3 Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini dilaksanakan adalah sebagai berikut :
1. Untuk Mengetahui pengaruh Pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2 di Kabupaten Kutai Kartanegara
2. Untuk Mengetahui pengaruh Kebijakan Fiskal terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2 di Kabupaten Kutai Kartanegara
3. Untuk Mengetahui pengaruh Dinamika Media Sosial terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2 di Kabupaten Kutai Kartanegara
[bookmark: _Toc207740073][bookmark: _Toc207748701]1.4 Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kebermanfaatan tertentu, antara lain :
1. Manfaat Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan memperluas perkembangan ilmu akuntansi, serta untuk memperkaya literatur khususnya terkait faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dan mendorong penelitian lebih lanjut mengenai faktor-faktor tersebut
2. Manfaat Praktis
a. Bagi Pemerintah, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar bagi Badan Pendapatan Daerah dan Pemerintah Daerah dalam merumuskan kebijakan perpajakan yang lebih efektif untuk meningkatkan kepatuhan wajib Pajak Bumi dan Bangunan
b. Bagi Wajib Pajak, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan edukasi bagi wajib pajak untuk meningkatkan pengetahuan mereka tentang perpajakan. Dengan pengetahuan yang memadai, wajib pajak dapat lebih memahami kewajiban perpajakannya dan cara memenuhi kewajiban tersebut.
c. Bagi Penulis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi pandangan dalam penyelesaian skripsi mengenai Pengaruh pelayanan Fiskus, Kebijakan Fiskal dan Dinamika Media sosial terhadap Kepatuhan wajib pajak PBB-P2, serta menjadi bagian dari persyaratan memperoleh gelar sarjana Akuntansi
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[bookmark: _Toc207740076][bookmark: _Toc207748704]2.1 Landasan Teori
[bookmark: _Toc207740077][bookmark: _Toc207748705]2.1.1 Teori Atribusi
Teori atribusi merupakan teori psikologi sosial yang menjelaskan bagaimana individu menafsirkan sebab-musabab dari suatu perilaku, baik perilakunya sendiri maupun orang lain. Teori atribusi pertama kali dikemukakan oleh Heider (1958), yang menyarankan bahwa untuk memahami perilaku seseorang, perlu untuk mencari tahu alasan atau penyebab di balik tindakan tersebut dan kemudian teori ini dikembangkan oleh Weiner (1985) Geovanni (2022) individu dapat bertindak sebagai pengamat dan melalukan analisis terhadap perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Individu dalam hal ini mencari bukti-bukti dan mengumpulkan informasi yang dapat membantu memprediksi dan menjelaskan alasan di balik perilaku seseorang
 Heider (1958) mengemukakan bahwa perilaku manusia, baik perilaku individu itu sendiri maupun orang lain, dapat dijelaskan melalui dua jenis faktor utama: faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merujuk pada penyebab yang berasal dari dalam diri individu, seperti karakter, motivasi, atau kondisi psikologis yang mempengaruhi perilaku mereka. Sementara itu, faktor eksternal merujuk pada pengaruh dari lingkungan luar individu, seperti tekanan sosial, situasi, atau kondisi yang ada di sekitarnya. Teori atribusi menjelaskan bagaimana seseorang merespons peristiwa berdasarkan pemahaman mereka terhadap kejadian tersebut, dengan cara mencari alasan atau penyebab di baliknya. 
Menurut Evia et al. (2022) Teori ini juga berkaitan dengan perilaku yang mencerminkan sikap dan karakteristik unik individu. Oleh karena itu, perilaku seseorang dapat menggambarkan sikap atau ciri-ciri mereka, serta memberikan gambaran tentang bagaimana mereka akan bertindak dalam menghadapi situasi tertentu. Dalam konteks ini, atribusi tidak hanya berfungsi untuk memahami perilaku, tetapi juga berperan dalam membentuk sikap dan keputusan kita terhadap orang lain serta dalam menghadapi peristiwa atau situasi yang ada.
Menurut Weiner (1985) asumsi seseorang tentang penyebab dari suatu kejadian akan mempengaruhi respon dan perilaku seseorang selanjutnya. Dalam konteks pajak, hal ini berarti bahwa penilaian wajib pajak terhadap penyebab eksternal seperti pelayanan fiskus, kebijakan, atau informasi publik dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Ketika pelayanan dianggap baik, kebijakan dirasa adil, dan informasi yang diterima melalui media sosial mendukung kepatuhan, maka wajib pajak cenderung mengatribusikan tindakan membayar pajak sebagai konsekuensi logis dari kondisi yang positif tersebut
Dalam penelitian ini pelayanan fiskus adalah faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kepatuhan, pelayanan fiskus merujuk pada bagaimana fiskus berinteraksi dan melayani wajib pajak. Jika pelayanan yang diberikan cepat dan solutif maka akan mendorong perilaku patuh, sebaliknya pelayanan yang buruk dapat menimbulkan persepsi negatif yang berujung ketidakpatuhan. Sama halnya dengan kebijakan fiskal, wajib pajak akan menilai apakah kebijakan tersebut adil, rasional dan membantu. Jika kebijakan di pandang mendukung dan meringankan maka wajib pajak akan merasa bahwa pemerintah daerah berpihak kepada mereka, sehingga timbul niat untuk membalas dengan kepatuhan. Hal serupa juga berlaku terhadap dinamika media sosial, melalui media sosial wajib pajak mendapat informasi, kampanye, bahkan kritik terhadap sistem perpajakan. Ketika informasi positif dominan, wajib pajak cenderung membuat atribusi bahwa pajak penting dan harus dipenuhi hal ini mendorong kepatuhan. Namun jika informasi negatif atau berita negative yang menyinggung pajak mendominasi, atribusi bisa menjadi negatif dan mengganggu niat kepatuhan.
Penelitian ini menggunakan teori atribusi sebagai kerangka teori untuk menjelaskan bahwa kepatuhan wajib pajak PBB-P2 di Kabupaten Kutai Kartanegara tidak semata-mata berasal dari motivasi internal, tetapi dapat dijelaskan dari bagaimana mereka memaknai atau mengatribusikan pelayanan fiskus sebagai bentuk dukungan administratif, kebijakan fiskal sebagai insentif dan beban yang logis, serta dinamika media sosial sebagai sumber pembentukan opini dan sikap sosial. 
[bookmark: _Toc207740078][bookmark: _Toc207748706]2.1.2 Pajak Bumi dan Bangunan 
Menurut Rizka Novianti Pertiwi (2014) Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan atas harta tak bergerak seperti tanah dan bangunan, artinya Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang bersifat objektif atau kebendaan. Pajak ini dikenakan berdasarkan objek yaitu tanah dan bangunan yang dimiliki, keadaan atau status subjek pajak tidak mempengaruhi besaran pajak. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan adalah tagihan yang dikenakan atas tanah dan bangunan dimana besaran nilai pajak ditentukan berdasarkan keadaan objeknya yaitu tanah dan bangunan. 
Wulandari et al. (2022) objek pajak bumi dan bangunan yaitu bumi dan bangunan yang memiliki karakteristik tersendiri, seperti bentu fisiknya yang tidak dapat disembunyikan sehingga dapat dengan mudah dipantau. (Patisah 2024) objek pajak bumi dan bangunan dikelompokan berdasarkan nilai jual sebagai pedomannya, serta untuk membantu menghitung jumlah pajak terutangnya. Dalam menilai pajak bumi/tanah, perlu diperhatikan faktor-faktor seperti; Letak, Peruntukan, Pemanfaatan, Kondisi lingkungan dan lain-lain. Dalam menilai pajak bangunan, perlu diperhatikan faktor-faktor sebagai berikut: Bahan yang digunakan, Rekayasa, Letak, Kondisi lingkungan dan lain-lain.
Menurut Fita Fitrianingsih (2017), subjek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah individu atau badan hukum yang secara nyata memiliki hak atas tanah, memanfaatkan tanah tersebut, memiliki bangunan, menguasai bangunan, atau mendapatkan manfaat dari bangunan tersebut. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan Wajib Pajak PBB adalah perseorangan maupun badan yang memiliki hak atau mendapatkan manfaat dari kepemilikan maupun penguasaan atas tanah dan bangunan. Wajib Pajak mempunyai tanggung jawab untuk membayar pajak PBB yang terutang setiap tahun dan harus melunasinya paling lambat enam bulan sejak tanggal diterimanya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT). SPPT sendiri merupakan surat resmi yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau pemerintah daerah, yang berfungsi untuk memberi informasi kepada Wajib Pajak mengenai besarnya pajak yang harus dibayar. Sementara itu, surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data mengenai objek pajaknya disebut dengan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP).
Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan berlandaskan pada undang-undang nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, yang kemudian direvisi dengan undang-undang nomor 12 tahun 1994. Revisi ini dilakukan untuk memperbarui beberapa ketentuan yang ada, termasuk penentuan tarif dan metode pengumpulan pajak. Wulandari et al. (2022) menyatakan bahwa dalam perkembangannya, Pajak Bumi dan Bangunan sektor pedesaan dan perkotaan dialihkan menjadi pajak daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan khususnya sektor pedesaan dan perkotaan dialihkan kepemerintah daerah (kabupaten/kota). Hal ini bertujuan untuk memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah dalam mengelola sumber pendapatan asli daerah dan meningkatkan efisiensi pelayanan publik. Sebagai tindak lanjut dari UU PDRD, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah. Peraturan ini menetapkan ketentuan teknis mengenai pemungutan PBB-P2, termasuk penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) oleh kepala daerah, yang sebelumnya merupakan kewenangan pemerintah pusat. 
[bookmark: _Toc207740079][bookmark: _Toc207748707]2.1.3 Kepatuhan Wajib Pajak
Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) kepatuhan berasal dari kata dasar patuh yang berarti taat pada perintah, aturan dan sebagainya. Menurut Nurmantu (2003) dalam Ahmad Ardiyansyah (2016) kepatuhan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak menjalankan kewajibnya dan melaksanakan hak perpajakannya. Berdasarkan hal tersebut kepatuhan berarti keadaan dimana wajib pajak taat terhadap segala peraturan dan undang-undang perpajakan yang berlaku. 
Menurut Supriyanti (2008) dalam Fita Fitrianingsih (2017) kepatuhan wajib pajak bukanlah tentang wajib pajak yang membayar pajak dengan nominal besar melainkan wajib pajak yang mengerti tentang peraturan pajak yang berlaku dan mengerti tentang hak dan kewajibannya terhadap perpajakan. menurut E. Eliyani (1989) dalam Fita Fitrianingsih (2017) menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah tindakan memasukan dan melaporkan secara tepat waktu informasi pajak yang diperlukan, mengisi dengan sebenarnya jumlah pajak yang terutang, dan membayarkan pajak secara tepat waktu tanpa adanya paksaan. Ketidakpatuhan muncul apabila salah satu dari definisi tidak terpenuhi. 
Nurmantu (2003) dalam Ahmad Ardiyansyah (2016) membagi kepatuhan dalam dua jenis, yaitu:
1. Kepatuhan Formal
Kepatuhan formal merupakan kondisi di mana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara administratif atau formal sesuai dengan aturan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Contohnya, Wajib Pajak menyerahkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan setiap akhir tahun, dan melakukan pelaporan tersebut tepat waktu, yakni sebelum batas akhir yang telah ditentukan untuk penyampaian SPT tahunan.
2. Kepatuhan Material
Kepatuhan material adalah kondisi di mana wajib pajak secara substansial mematuhi seluruh ketentuan perpajakan yang bersifat material, sesuai dengan isi dan aturan yang tercantum dalam undang-undang perpajakan. Sebagai ilustrasi, kepatuhan material tercermin dalam pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) yang dilakukan secara benar, lengkap, dan jelas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, kepatuhan material juga mencakup aspek kepatuhan formal sebagai bagian dari keseluruhan kewajiban perpajakan.
Berdasarkan penelitian Fita Fitrianingsih (2017), indikator yang dijadikan acuan dalam mengukur kepatuhan adalah sebagai berikut:
1. Tepat waktu dalam pembayaran 
2. Ketepatan dalam pelaporan perubahan tanah/bangunan
3. Pencatatan Pembayaran Pajak yaitu sejauh mana wajib pajak mencari informasi tentang terbitnya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) dan menyimpan bukti pembayaran pajak 
Menurut Amrul R et al. (2020) yang menjadi indikator dalam mengukur kepatuhan wajib pajak
1. Melaporkan pada wakunya informasi yang diperlukan
2. Mengisi secara benar jumlah pajak yang terutang
3. Membayar pajak pada waktunya tanpa tindakan pemaksaan
Yuliansyah R et al. (2019) indikator yang digunakan untuk mengukur kepatuhan adalah sebagai berikut:
1. Kepatuhan dalam mendaftarkan diri
2. Kepatuhan dalam melaporkan kembali surat pemberitahuan (SPT)
3. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang
4. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan dan sanksi
Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya, maka indikator yang digunakan adalah penelitian ini adalah sebagai berikut: (Amrul R 2020; Fita Fitrianingsih 2017)
1. Membayar pajak tepat waktu, mengukur sejauh mana wajib pajak melaksanakan kewajiban pembayaran pajaknya sesuai batas waktu yang telah ditentukan 
2. Ketepatan dalam pelaporan perubahan tanah/bangunan, mengukur sejauh mana wajib pajak melaporkan setiap perubahan data objek pajak (seperti luas tanah, luas bangunan, fungsi bangunan, atau status kepemilikan) secara jujur dan tepat waktu kepada otoritas pajak 
3. Pencatatan Pembayaran Pajak yaitu sejauh mana wajib pajak mencari informasi tentang terbitnya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) dan menyimpan bukti pembayaran pajak 
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Menurut kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI), pelayanan berasal dari kata dasar layan yang berarti membantu menyiapkan atau mengurus apa yang diperlukan seseorang, sedangkan pelayanan berarti perihal atau cara melayani, sedangkan fiskus adalah pegawai atau pejabat pemerintah yang bertugas untuk mengurus dan menarik pajak. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa pelayanan fiskus adalah cara petugas pajak dalam membantu menyiapkan, mengurus apa yang diperlukan wajib pajak terkait perpajakan. 
Menurut Aryobimo et al. (2012) pelayanan fiskus dapat diartikan sebagai seluruh bentuk pelayanan publik, baik berupa barang maupun jasa, yang pada dasarnya menjadi tanggung jawab pemerintah dan dilaksanakan oleh lembaga negara guna memenuhi kebutuhan masyarakat serta menjalankan ketentuan perundang-undangan. Dari beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelayanan fiskus merupakan bentuk layanan yang disediakan pemerintah bagi wajib pajak sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban perpajakan mereka.
Agus Nugroho Jatmiko (2006) menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan tergantung pada bagaimana petugas pajak memberikan mutu pelayanan yang terbaik bagi wajib pajak. Oleh karena itu petugas pajak diharapkan untuk selalu memberikan pelayanan yang terbaik lewat keahlian, pengetahuan, dan pengalaman dalam hal kebijakan perpajakan, administrasi dan peraturan perundang-undangan. Petugas pajak juga diharapkan untuk selalu memiliki motivasi yang tinggi sebagai pelayan publik.
Fiskus memiliki kewajiban yang diatur dalam undang-undang perpajakan, yaitu:
1. Kewajiban untuk membina WP
2. Kewajiban menerbitkan surat ketetapan pajak lebih bayar
3. Kewajiban merahasiakan data WP
4. Kewajiban melaksanakan putusan
Menurut Aryobimo (2012) dalam Novi Tri Supriyo Putri (2022) terdapat tiga aspek utama yang menjadi indikator pelayanan fiskus, yaitu :
1. Kualitas Interaksi
Merujuk pada bagaimana cara petugas pajak menyampaikan layanan kepada wajib pajak, sehingga menciptakan rasa puas terhadap pelayanan yang diberikan.
2. Kualitas Lingkungan Fisik
Menggambarkan sejauh mana kondisi fisik lingkungan kantor pajak mendukung kenyamanan dan efektivitas dalam memberikan pelayanan kepada wajib pajak
3. Hasil Kualitas Pelayanan 
Mengacu pada sejauh mana pelayanan yang diberikan oleh fiskus mampu memenuhi harapan wajib pajak dan memberikan kepuasan, yang pada akhirnya berdampak positif terhadap persepsi wajib pajak dan dapat mendorong peningkatan tingkat kepatuhan pajak.
Menurut Novi Tri Supriyono Putri (2022) terdapat beberapa indikator dalam pelayanan fiskus, yaitu:
1. Fiskus telah memberikan pelayanan pajak dengan baik
2. Dalam menentukan pajak, ketetapan tarif telah adil
3. Penyuluhan yang dilakukan oleh fiskus dapat membantu pemahaman wajib pajak mengenai hak dan kewajibannya
4. Fiskus senantiasa memperhatikan keberatan wajib pajak atas pajak yang dikenakan
5. Cara membayar dan melunasi pajak adalah mudah dan efisien
Indikator-indikator dalam pelayanan fiskus menurut Parasuraman et al dalam Ahmad Ardiyansyah (2016) yaitu:
1. Daya Tanggap (responsive), Kemampuan petugas pajak memberikan layanan dengan cepat dan tanggap sesuai dengan kebutuhan dan yang diinginkan WP
2. Kehandalan (Reliability), kehandalan yaitu kemampuan memberikan layanan yang akurat dan sesuai dengan permasalahan WP, serta pemberian layanan segera dan memuaskan
3. Empati (Emphty), dapat diartikan keamanan/perlindungn, yaitu adanya kemudahan dalam melakukan komunikasi yang baik dan pemahaman atas kebutuhan WP.  Empati yang dimaksud adalah petugas pajak memberikan perhatian secara individu kepada WP, (seperti melayani konslutasi dan pertanyaan secara langsung baik tatap muka atau media komunikasi), Organisasi/Badan memiliki jam operasional yang nyaman untuk semua WP, Petugas pajak dapat memahami kebutuhan spesifik dari WP
4. Jaminan, merupakan kemampuan petugas pajak memberikan layanan yang melibatkan pengetahuan, kecakapan, dan dapat dipercaya. Seperti, perilaku petugas pajak yang dapat dipercaya, WP merasa Ketika berkonsultasi dan bertransaksi, petugas pajak memiliki pengetahuan dalam memberikan jawaban atas pertanyaan WP
5. Bukti Fisik (Tangibles), Bukti fisik berfokus pada barang atau jasa, mencakup semua aspek fisik layanan seperti fasilitas, peralatan, staf dan sarana komunikasi yang mendukung layanan tersebut. Bukti fisik dapat dinilai dari penampilan peralatan, penampilan fasilitas fisik dan penapilan pegawai/petugas pajak
Merujuk pada indikator-indikator yang telah dipaparkan sebelumnya, maka indikator yang dijadikan acuan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: (Ahmad Ardiyansyah 2016; Novi Tri Supriyo Putri 2022)
1. Daya Tanggap (responsive), Kemampuan petugas pajak memberikan layanan dengan cepat dan tanggap sesuai dengan kebutuhan dan yang diinginkan WP.
2. Kehandalan (Reliability), kehandalan yaitu kemampuan memberikan layanan yang akurat dan sesuai dengan permasalahan WP, serta pemberian layanan segera dan memuaskan.
3. Penyuluhan yang dilakukan oleh fiskus dapat membantu pemahaman wajib pajak mengenai hak dan kewajibannya.
4. Hasil kualitas pelayanan, mengacu pada tingkat kemampuan pelayanan yang diberikan oleh fiskus dalam memenuhi ekspektasi wajib pajak serta menciptakan kepuasan, yang pada gilirannya berkontribusi secara positif terhadap persepsi wajib pajak dan berpotensi meningkatkan tingkat kepatuhan perpajakan.
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Menurut Siswajanthy et al. (2024) kebijakan fiskal merupakan langkah yang diambil oleh pemerintah dalam mengelola penerimaan dan pengeluaran negara guna mendukung stabilitas perekonomian serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Dalam perspektif lain, kebijakan fiskal dapat didefinisikan sebagai serangkaian tindakan strategis yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka pengaturan pendapatan dan pengeluaran negara untuk mencapai tujuan ekonomi tertentu. 
Menurut Richard A. Musgrave (1987) dalam konteks pemerintahan daerah, kebijakan fiskal tidak hanya berfungsi sebagai alat stabilisasi ekonomi, tetapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), memperkuat struktur fiskal, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui kewajiban perpajakan. 
Kebijakan fiskal pada dasarnya memiliki tiga fungsi utama Richard A. Musgrave (1987), yaitu:
1. Fungsi alokasi, untuk mengalokasikan sumber daya publik dalam rangka penyediaan barang dan jasa yang tidak dapat disediakan secara efisien oleh pasar.
2. Fungsi distribusi, untuk menciptakan keadilan sosial melalui redistribusi pendapatan dan kekayaan.
3. Fungsi stabilisasi, untuk menjaga kestabilan ekonomi, mengurangi inflasi, pengangguran, serta mendukung pertumbuhan ekonomi. 
Salah satu bagian dari kebijakan fiskal dalam perpajakan adalah insentif fiskal. Menurut Kartiko (2020) dalam Adinda Alfi Syahrin (2022) Insentif fiskal merupakan kebijakan pemerintah yang dapat berupa pembebasan pajak dalam jangka waktu tertentu atau pengurangan biaya atas pengeluaran tertentu. Secara umum, insentif perpajakan dipahami sebagai ketentuan khusus dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang bertujuan untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak kepada negara. Kebijakan ini diberikan oleh pemerintah sebagai upaya untuk mendukung pertumbuhan dan stabilitas perekonomian nasional. Oleh karena itu kebijakan fiskal adalah kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah daerah, khususnya Bapenda Kutai Kartanegara, terkait dengan pengelolaan pajak PBB-P2. Ini termasuk penetapan tarif, insentif pajak, pengurangan denda, penundaan pembayaran, dan kebijakan lain yang mempengaruhi kewajiban pembayaran pajak oleh wajib pajak
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam menentukan kebijakan perpajakan. Menurut Mardiasmo (2009), dalam konteks pajak daerah, kebijakan fiskal dapat diimplementasikan dalam berbagai bentuk seperti :
1. Penetapan tarif yang proporsional: Kebijakan tarif PBB berdasarkan NJOP yang adil dan mencerminkan kemampuan ekonomi masyarakat.
2. Pemberian insentif atau pengurangan beban pajak: Untuk golongan masyarakat tertentu (misalnya, berpenghasilan rendah, lanjut usia, atau pelaku UMKM).
3. Perpanjangan atau penjadwalan ulang masa pembayaran sebagai bentuk relaksasi fiskal untuk merespons kondisi ekonomi tertentu (misalnya masa pemulihan pasca-pandemi atau bencana alam).
4. Penyederhanaan prosedur administrative termasuk digitalisasi layanan pajak untuk meningkatkan efisiensi dan memudahkan kepatuhan.
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu komponen utama dalam struktur pendapatan asli daerah. Oleh karena itu, implementasi kebijakan fiskal yang berkaitan dengan PBB seperti pemberian keringanan pajak, penyesuaian terhadap Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), pembebasan pajak dengan ketentuan tertentu maupun perpanjangan tenggat waktu pembayaran, serta penyederhanaan prosedur administratif dapat berperan signifikan dalam meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak di tingkat daerah
Menurut Richard A. Musgrave (1987), menekankan pentingnya desain kebijakan yang dapat memengaruhi perilaku ekonomi masyarakat. Dalam konteks perpajakan, kebijakan fiskal berfungsi tidak hanya sebagai alat penerimaan, tetapi juga sebagai instrumen untuk memengaruhi perilaku wajib pajak. Menurut Torgler (2013), kebijakan fiskal yang dirancang secara partisipatif dan memperhatikan keadilan dapat meningkatkan kepercayaan publik serta mendorong kepatuhan pajak. Ketika kebijakan fiskal memberikan kejelasan, kemudahan, dan insentif yang relevan, wajib pajak akan merasa terdorong untuk patuh terhadap kewajiban perpajakan secara sukarela. Oleh karena itu, peran kebijakan fiskal yang adaptif dan responsif terhadap dinamika sosial dan ekonomi masyarakat sangat penting dalam meningkatkan penerimaan daerah melalui kepatuhan pajak, khususnya pada sektor Pajak Bumi dan Bangunan
Menurut Nadia Ashfia Zahra (2024) indikator-indikator dalam mengukur kebijakan fiskal berupa insentif pajak sebagai berikut:
1. Keadilan dalam pemberian insentif pajak
2. Dampak yang ditimbulkan dari insentif pajak 
Menurut Erly Suandi dalam Nadia Ashfia Zahra (2024) yang menjadi indikator dalam kebijakan fiskal adalah :
1. Pengecualian dari pengenaan pajak
2. Pengurangan dasar pengenaan pajak
3. Pengurangan tarif pajak
4. Penangguhan pajak
Menurut Santoso & Djati dalam Delvi Natalian (2024) indikator dalam kebijakan fiskal adalah:
1. Meringankan beban wajib pajak
2. Mengedukasi manfaat nyata pajak yang dirasakan langsung
3. Mengurangi beban biaya dan menambah daya beli Masyarakat
4. Meningkatkan kepatuhan pajak
Berdasarkan indikator-indikator yang telah digunakan pada penelitian sebelumnya, indikator yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : (Delvi Natalian 2024 2024; Nadia Ashfia Zahra 2024)
1. Keadilan dalam pemberian insentif pajak sebagai bagian dari kebijakan fiskal 
2. Pengecualian dari pengenaan pajak (Menurut Erly Suandi dalam 
3. Meringankan beban wajib pajak 
4. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak 
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Menurut Reza Aditya Ariesandrio (2018) media sosial secara umum merupakan platform daring yang memungkinkan individu untuk berinteraksi, bekerja sama, serta saling berbagi informasi melalui jaringan internet. Menurut Chrismas et al. (2022) media sosial merupakan bagian dari bentuk komunikasi massa modern yang berfungsi sebagai platform digital untuk memfasilitasi proses komunikasi, pembentukan jejaring, serta kolaborasi antarindividu secara daring. 
(HumasIndonesia.id 2023) mengklasifikasikan lima karakteristik utama media sosial sebagai berikut :
1. Partisipasi & Keterlibatan (Participation & Engagement): Media sosial mendorong kontribusi dan umpan balik dari audiens secara langsung tanpa adanya perantara
2. Keterbukaan (Openness): Media sosial bersifat terbuka dan memudahkan akses bagi pengguna untuk berpartisipasi
3. Percakapan (Conversation): Memungkinkan komunikasi dua arah antara pengguna dan audiens.
4. Komunitas (Community): Media sosial dapat menjadi wadah bagi komunitas virtual yang terbentuk berdasarkan minat bersama.
5. Keterhubungan (Connectedness): Kemudahan untuk terkoneksi dengan platform media sosial lainnya.
Dinamika media sosial adalah pola perilaku atau interaksi yang terjadi di platform media sosial yang menciptakan pengaruh atau perubahan terhadap perilaku individu. Dinamika media sosial merujuk pada perubahan-perubahan yang terjadi di media sosial, dan bagaimana sebuah tren bisa dengan cepat berkembang. Dinamika sangat berkaitan dengan bagaimana informasi dengan cepat dapat menyebar, informasi dapat disebarkan hanya dalam hitungan detik sehingga setiap individu memiliki peluang untuk menyebarkan informasi (Kumparan.com 2024). Media sosial tidak hanya memungkinkan pengguna untuk berbagi informasi, tetapi juga berperan dalam membentuk opini publik. Hal ini tercermin dari cara informasi yang dibagikan bisa dengan cepat menjadi viral dan memengaruhi sikap serta perilaku masyarakat. Diskusi yang terjadi di media sosial seringkali dipengaruhi oleh opini yang berkembang, yang membentuk pola interaksi sosial dan memungkinkan terbentuknya norma-norma baru di kalangan masyarakat.
Media sosial diyakini memiliki pengaruh besar dalam konteks perpajakan, khususnya dalam meningkatkan bahkan menurunkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Menururt Judijanto et al. (2023) Platform media sosial memiliki peran krusial dalam membentuk sikap wajib pajak lewat interaksi sosial, seperti diskusi, debat, berbagi konten pajak, komentar dalam media sosial serta partisipasi dalam komunitas daring. Interaksi semacam ini dapat memengaruhi pembentukan opini pajak dengan memberikan wajib pajak akses terhadap berbagai perspektif. Meskipun PBB-P2 adalah pajak daerah yng sifatnya lebih administrative dan nilai yang relatif kecil, namun pengaruh dinamika media sosial seperti berita korupsi, penggelapan pajak dapat menurunkan kepercayaan masyarakat yang berdampak pada menurunkan kepatuhan untuk membayar pajak secara sukarela. Dampak ini bisa meluas pada sektor pajak daerah.
Penelitian Fransiska at el. (2024) mengungkapkan bahwa kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya dipengaruhi oleh kepercayaan terhadap sistem perpajakan secara keseluruhan, yang dimana terdapat peran media sosial didalamnya. Berita-berita negatif mengenai perpajakan yang beredar luas dimedia sosial menimbulkan sikap antisipasi wajib pajak terhadap perpajakan yang tercermin dari munculnya gerakan boikot pembayaran pajak oleh wajib pajak sebagai bentuk ekspresi ketidakpercayaan terhadap sistem perpajakan. Akibat dari berita-berita yang tersebar dimedia sosial tersebut menimbulkan opini negatif tentang sistem perpajakan dan menurunkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak
Menurut Febriana Rahmawati (2025) indikator yang digunakan dalam dinamika media sosial adalah sebagai berikut :
1. Kemudahan memahami informasi (Clarity of Content), mengukur sejauh mana konten pajak yang beredar di media sosial dapat dipahami secara sederhana oleh pengguna. 
2. Persepsi keakuratan informasi (Perceived Accuracy) menilai apakah informasi yang dibagikan dianggap faktual dan benar. Semakin tinggi persepsi akurasi, semakin besar kemungkinan informasi tersebut dipercaya dan diikuti.
3. Tingkat kepercayaan terhadap sumber informasi (Credibility Distrust), Mengukur tingkat ketidakpercayaan terhadap sumber konten pajak di media sosial
4. Keyakinan terhadap informasi yang diterima (Perceived Persuasiveness), Menilai apakah informasi mampu meyakinkan atau memengaruhi seseorang
5. Kebaruan informasi (Information Novelty) mengukur persepsi bahwa informasi yang dibaca tidak baru, sehingga kurang berdampak
6. Resistensi atau beban kognitif (Cognitive Overload / Information Fatigue), Mengukur apakah seseorang merasa jenuh atau lelah karena terlalu banyak informasi.
7. Pengaruh konten negatif di media sosial terhadap niat membayar pajak (Effect of negative social media exposure on tax payment intention) mengukur sejauh mana paparan informasi negatif tentang perpajakan di media sosial memengaruhi niat atau keinginan seseorang untuk membayar pajak
Menurut Toly et al. (2023) indikator yang digunakan dalam dinamika media sosial adalah sebagai berikut:
1. Engagement Rate, Mengukur keterlibatan pengguna terhadap interaksi yang menyinggung pajak di media sosial
2. Endorsement Rate, Mengukur nilai atau tarif jasa endorsement yang ditentukan berdasarkan popularitas dan aktivitas di media sosial
Indikator-indikator dalam dinamika media sosial berdasarkan penelitian Fitria Devi Permatasari (2024) adalah sebagai berikut :
1. Frekuensi konten, mengukur seberapa sering konten terkait perpajakan disampaikan melalui media sosial
2. Kredibilitas sumber, mengukur Tingkat kepercayaan wajib pajak terhadap informasi yang disampaikan melalui media sosial
Berdasarkan indikator-indikator yang digunakan dalam penelitian sebelumnya, indikator dalam dinamika media sosial yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (Fitria Devi Permatasari 2024; Rahmawati et al. 2025; Toly, Angel, and Roedyanto 2023)
1. Engagement Rate, Mengukur keterlibatan pengguna terhadap interaksi yang menyinggung pajak di media sosial.
2. Kredibilitas sumber, mengukur tingkat kepercayaan wajib pajak terhadap informasi yang disampaikan melalui media sosial.
3. Pengaruh konten negatif di media sosial terhadap niat membayar pajak (Effect of negative social media exposure on tax payment intention).
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Penelitian terdahulu berperan penting sebagai landasan teoritis sekaligus sebagai bahan perbandingan dan referensi dalam penyusunan penelitian ini. Melalui telaah terhadap penelitian sebelumnya, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam bentuk pembaruan maupun penyempurnaan terhadap temuan-temuan yang telah ada. Adapun beberapa studi yang relevan dengan penelitian ini diuraikan sebagai berikut:
[bookmark: _Toc207742864]Tabel 2. 1 Ringkasan Penelitian Terdahulu
	No
	Peneliti
	Judul Penelitian
	Hasil Penelitian

	1
	Novi Tri Supriyo Putri (2022)
	Pengaruh kualitas pelayanan fiskus dan kepercayaan kepada aparat pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP pratama Jember
	kualitas pelayanan fiskus dan kepercayaan kepada aparat pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Jember

	2
	Suharto Mulyanta (2022)
	Peranan pemberian insentif pajak sebagai strategi kebijakan fiskal pemerintah, sanksi pajak dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak Indonesia di masa pandemi covid-19 (Studi kasus pada wajib pajak di daerah Tangerang Raya
	Insentif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi pajak dan pelayanan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

	3
	Mat Juri (2023)
	Pengaruh insentif pajak, tarif pajak, sanksi pajak, dan pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak badan sebelum dan saat pandemi covid-19
	Insentif pajak dan pelayanan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Tarif pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi pajak tidak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

	4
	Rohman (2023)
	Pengaruh pengetahuan pajak, sanksi pajak, kesadaran wajib pajak dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2 (Studi kasus desa Baturetno, Kecamatan Baturetno, Kabupaten Wonogiri)
	Pengetahuan pajak, sanksi pajak, kesadaran wajib pajak, dan kualitas pelayanan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2

	5
	Gusti Fahmi (2021)
	Pengaruh insentif pajak, Sunset Policy, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak 
	Insentif Pajak, Sunset Policy, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh secara simultan dan signifikan.

	6
	Eko Lesmono (2021)
	Pengaruh kebijakan pajak, pengetahuan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak orang pribadi pada pelaku transaksi online UMKM dengan insentif pajak sebagai variabel moderasi
	Kebijakan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Pengetahuan pajak dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Moderasi insentif pajak atas peranan kebijakan pajak, pengetahuan pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

	7
	Balqis (2020)
	Pengaruh kesadaran pajak, Subjective Norm, dan media sosial terhadap kepatuhan wajib pajak pengguna media sosial
	Kesadaran pajak dan media sosial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pengguna media sosial. Subjective Norm berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pengguna media sosial

	8
	Fitriana (2024)
	Pengaruh media sosial tentang korupsi pajak terhadap kepatuhan dan kepercayaan wajib pajak
	Motivasi pajak dan persepsi korupsi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

	9
	Reza Aditya Ariesandrio (2018)
	Pengaruh pesan dalam media sosial terhadap sikap wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan
	Secara simultan variabel Kualitas Argumen, Gambar, Kredibilitas Sumber secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Sikap Wajib Pajak dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan. Secara parsial kualitas argumen berpengaruh signifikan terhadap sikap wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Secara parsial gambar dan kredibilitas sumber berpengaruh tidak signifikan terhadap sikap wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan

	10 
	Ratnasari Astuti et al. (2022)
	Pengaruh pelayanan fiskus terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor: Studi empiris di desa Sukanegara
	Kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor


	Sumber :  Riview berbagai sumber refrensi, 2025
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Penelitian ini didasarkan pada teori atribusi yang dikembangkan oleh Heider (1958) dan dikembangkan lebih lanjut oleh Weiner (1985). Teori ini menjelaskan bahwa individu cenderung mencari dan menilai penyebab dari suatu perilaku atau peristiwa, baik melalui faktor internal (dalam diri individu) maupun faktor eksternal (lingkungan). Dalam konteks kepatuhan pajak, persepsi kepatuhan tidak hanya terbentuk karena faktor internal, wajib pajak cenderung membentuk persepsinya terhadap kepatuhan berdasarkan faktor-faktor eksternal yang mereka alami atau amati di lingkungan sekitar.
Kepatuhan wajib pajak PBB-P2 dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal seperti pelayanan fiskus, kebijakan fiskal, dan dinamika media sosial. Ketika wajib pajak menerima pelayanan yang responsive, informatif, dan solutif, hal itu dapat membangun kepercayaan dan persepsi positif wajib pajak. Menurut teori atribusi, kualitas pelayanan fiskus dipersepsikan sebagai faktor eksternal yang mendorong kepatuhan seseorang. Kebijakan fiskal yang diterapkan oleh pemerintah daerah, seperti insentif atau sanksi, dapat mempengaruhi perilaku wajib pajak. Dalam teori atribusi, kebijakan tersebut menjadi faktor lingkungan yang dianggap memengaruhi keputusan wajib pajak. Jika kebijakan dirasa adil dan transparan, maka akan mendorong kepatuhan wajib pajak. Sedangkan media sosial menjadi saluran penting dalam menyebarkan informasi terkait perpajakan serta membentuk opini publik. Informasi yang beredar di media sosial dapat memengaruhi cara pandang wajib pajak terhadap integritas sistem pajak dan pemerintah. Apabila dominasi konten yang bersifat negatif meningkat, hal ini dapat membentuk atribusi negatif dan menurunkan kepatuhan. 
Ketiga faktor tersebut diasumsikan memberikan kontribusi terhadap terbentuknya keputusan wajib pajak dalam menunjukkan perilaku kepatuhan atau ketidakpatuhan pajak. Dengan kata lain, atribusi eksternal melalui pelayanan fiskus, kebijakan fiskal, dan dinamika media sosial akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, kerangka berpikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:




Teori Atribusi


Atribusi Eksternal



Dinamika Media Sosial
Pelayanan Fiskus
Kebijakan Fiskal




Kepatuhan


[bookmark: _Toc207741814]Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir
[bookmark: _Toc207740085][bookmark: _Toc207748713]2.4 Pengembangan Hipotesis 
[bookmark: _Toc207740086][bookmark: _Toc207748714]2.4.1 Pengaruh Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2
Penelitian ini merujuk pada Teori Atribusi yang menjelaskan bahwa perilaku individu dapat dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Dalam konteks perpajakan, faktor eksternal mencakup lingkungan sosial, kondisi situasional, serta tindakan pihak lain di luar diri individu. Salah satu bentuk atribusi eksternal yang relevan dalam hal ini adalah pelayanan fiskus, yaitu bagaimana petugas pajak memberikan bantuan, informasi, dan kemudahan kepada wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya
Menurut Romasi Lumbun Gaol (2022) pelayanan fiskus adalah bentuk bantuan atau penanganan yang dilakukan oleh petugas pajak dalam membantu, mengurus, atau menyiapkan keperluan wajib pajak terkait urusan perpajakan. Pelayanan yang responsif dan berkualitas tidak hanya membantu wajib pajak dalam memahami dan memenuhi kewajiban pajaknya, tetapi juga dapat menumbuhkan rasa percaya terhadap institusi pajak itu sendiri. Seiring meningkatnya kepercayaan, maka kepatuhan pajak cenderung ikut meningkat. Jika pelayanan yang diberikan fiskus dinilai baik, solutif, dan informatif, maka wajib pajak akan merasa terbantu dan lebih termotivasi untuk patuh. Sebaliknya, pelayanan yang buruk dapat menurunkan motivasi dan niat kepatuhan.
Ketika wajib pajak beranggapan bahwa pelayanan yang diberikan cukup baik dan mampu menjawab permasalahan perpajakannnya, maka kepatuhan pajaknya akan semakin tinggi. PenelitianNovi Tri Supriyo Putri (2022) menyatakan bahwa pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penjabaran tersebut, maka hipotesis pertama yang dirumuskan adalah :
H1: Pelayanan Fiskus Berpengaruh Signifikan dan Positif Terhadap Kepatuhaan Wajib Pajak 	PBB-P2
[bookmark: _Toc207740087][bookmark: _Toc207748715]2.4.2 Pengaruh Kebijakan Fiskal Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2
Teori Atribusi yang menjelaskan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Dalam konteks kepatuhan pajak, atribusi eksternal mencakup berbagai kondisi lingkungan di luar diri individu, termasuk kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Kebijakan fiskal merupakan salah satu bentuk atribusi eksternal, karena keputusan dan sikap wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan sangat dipengaruhi oleh bagaimana kebijakan fiskal dirancang dan dijalankan.
Menurut Kartiko dalam Adinda Alfi Syahrin (2022) Insentif fiskal merupakan kebijakan pemerintah yang dapat berupa pembebasan pajak dalam jangka waktu tertentu atau pengurangan biaya atas pengeluaran tertentu. Apabila kebijakan fiskal memberikan kejelasan, kemudahan, dan insentif yang relevan, wajib pajak akan merasa terdorong untuk patuh terhadap kewajiban perpajakan secara sukarela. Ketika wajib pajak memandang bahwa kebijakan fiskal yang ditetapkan terkait perpajakan memberikan kejelasan dan kemudahan, serta adil dalam penerapannya, maka hal itu akan meningkatkan kepercayaan publik serta mendorong sikap patuh terhadap kewajiban perpajakan. 
Penelitian Mat Juri (2023) menyatakan bahwa insentif pajak yang merupakan bagian dari kebijakan fiskal berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Kebijakan yang adaptif terhadap kondisi wajib pajak memperkuat motivasi untuk mematuhi peraturan pajak, baik secara formal maupun moral. Hal ini menegaskan bahwa desain kebijakan fiskal yang tepat dapat mendorong peningkatan kepatuhan pajak. Berdasarkan penjabaran tersebut maka hipotesis kedua yang dirumuskan adalah:
H2: Kebijakan Fiskal Berpengaruh Signifikan dan Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
[bookmark: _Toc207740088][bookmark: _Toc207748716]2.4.3 Dinamika Media Sosial
Penelitian ini mengacu pada Teori Atribusi, yang menjelaskan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal, yakni kondisi lingkungan di luar individu yang turut membentuk persepsi dan tindakan. Dalam konteks ini, dinamika media sosial termasuk dalam atribusi eksternal yang dapat membentuk cara pandang wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan.
Dinamika media sosial, adalah pola perilaku atau interaksi yang terjadi di platform media sosial yang menciptakan pengaruh atau perubahan terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Ketika wajib pajak menerima informasi yang akurat terkait pajak dimedia sosial maka hal ini akan mendorong kepatuhan wajib  pajak, sebaliknya jika informasi yang diterima adalah informasi yang tidak akurat ataupun berita-berita negative terkait perpajakan maka hal ini akan menurunkan tingkat kepatuhan wajib pajak. 
Menurut Reza Aditya Ariesandrio (2018) pesan dalam media sosial berpengaruh terhadap sikap wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Penelitian Fitriana et al. (2024) menunjukkan bahwa berita negative terkait pajak berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan wajib pajak, yang dipandang dapat menumbuhkan persepsi negative dan menurunkan kepatuhan wajib pajak. 
H3: Dinamika Media Sosial Berpengaruh Signifikan dan Negatif Terhadap Ketidakpatuhan Wajib Pajak PBB-P2
Berdasarkan hasil pengujian hipotesis diatas, maka model penelitian yang ditampilkan ialah dibawah ini:
Media Sosial
(X1)





Kualitas Pelayanan Fiskus
(X2)

Kepatuhan Waib Pajak
(Y)





Kebijakan Fiskal
(X3)




[bookmark: _Toc207741815]Gambar 2. 2 Model Penelitian
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[bookmark: _Toc207740091][bookmark: _Toc207748719]3.1 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel
[bookmark: _Toc207740092][bookmark: _Toc207748720]3.1.1 Variabel Dependen (Y)
Variabel dependen (Y) dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak. Menurut Keputusan Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000 Kepatuhan wajib pajak merupakan perilaku atau tindakan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam memenuhi seluruh kewajiban perpajakan secara konsisten dan tepat, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan serta mekanisme pelaksanaan yang berlaku. Kepatuhan wajib pajak PBB-P2 di Kabupaten Kutai Kartanegara merujuk pada tingkat ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Variabel dependen diukur menggunakan skala likert lima poin dengan rincian (1) Sangat tidak setuju, (2) Tidak setuju, (3) Kurang setuju, (4) Setuju, (5) Sangat setuju. Indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (Amrul R 2020; Fita Fitrianingsih 2017; Yuliansyah R 2019)
1. Membayar pajak tepat waktu
2. Ketepatan dalam pelaporan perubahan tanah/bangunan
3. Pencatatan Pembayaran Pajak 
[bookmark: _Toc207740093][bookmark: _Toc207748721]3.1.2 Variabel Independen (X) 
Menurut (Siani Ningsih 2018) variabel independen, atau variabel bebas, adalah variabel yang diduga memiliki pengaruh terhadap munculnya atau terjadinya perubahan pada variabel dependen. Sejalan dengan variabel dependen (Y), variabel independent (X) diukur menggunakan skala likert lima poin, yaitu (1) Sangat tidak setujua, (2) Tidak setuju, (3) Kurang setuju, (4) Setuju, (5) Sangat setuju. Penelitian ini tidak menyertakan opsi jawaban netral dalam kuesioner karena dikhawatirkan responden cenderung memilih opsi tersebut sebagai pilihan yang aman, tanpa benar-benar mencerminkan pendapat atau sikap mereka yang sesungguhnya.
3.1.2.1 Pelayanan Fiskus
Pelayanan fiskus adalah cara petugas pajak dalam membantu menyiapkan, mengurus apa yang diperlukan wajib pajak terkait perpajakan. Indikator yang digunakan dalam mengukur variabel ini antara lain: (Ahmad Ardiyansyah 2016; Novi Tri Supriyo Putri 2022)
1. Daya Tanggap (responsive)
2. Kehandalan (Reliability)
3. Penyuluhan yang dilakukan oleh fiskus 
4. Hasil kualitas pelayanan
3.1.2.2 Kebijakan Fiskal
Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah daerah, khususnya Bapenda Kutai Kartanegara, terkait dengan pengelolaan pajak PBB-P2. Ini termasuk penetapan tarif, insentif pajak, pengurangan denda, penundaan pembayaran, dan kebijakan lain yang mempengaruhi kewajiban pembayaran pajak oleh wajib pajak. Indikator yang digunakan untuk mengukur variabel ini adalah sebagai berikut: (Delvi Natalian 2024 2024; Nadia Ashfia Zahra 2024)
1. Keadilan dalam pemberian insentif pajak sebagai bagian dari kebijakan fiskal 
2. Pengecualian dari pengenaan pajak 
3. Meringankan beban wajib pajak 
4. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak 
3.1.2.3 Dinamika Media Sosial
Dinamika media sosial adalah interaksi dan aktivitas yang terjadi di platform media sosial, seperti penyebaran informasi pajak, diskusi, opini publik, atau kampanye dari tokoh tertentu, yang dapat memengaruhi kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Indikator yang digunakan untuk mengukur variabel ini adalah sebagai berikut: (Fitria Devi Permatasari 2024; Rahmawati et al. 2025; Toly et al. 2023)
1. Engagement Rate 
2. Kredibilitas sumber
3. Pengaruh konten negatif di media sosial terhadap niat membayar pajak

[bookmark: _Toc207742873]Tabel 3. 1 Ringkasan Variabel Penelitian
	Variabel Operasional
	Indikator
	Nomor Pernyataan

	Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 (Y)
	1. Membayar pajak tepat waktu, 
	     1, 2

	
	2. Ketepatan dalam pelaporan perubahan tanah/bangunan
	      3, 4

	
	3. Pencatatan Pembayaran Pajak 
	        5

	Pelayanan Fiskus (X1)
	1. Daya Tanggap (responsive)
	1, 2

	
	2. Penyuluhan
	3

	
	3. Kehandalan (Reliability),
	4

	
	4. Hasil kualitas pelayanan,  
	5

	Kebijakan Fiskal (X2)
	1. Keadilan dalam pemberian insentif pajak 
	1, 3

	
	2. Pengecualian dari pengenaan pajak 
	        2

	
	3. Meringankan beban wajib pajak
	        4

	
	4.  Meningkatkan kepatuhan wajib pajak 
	        5

	Dinamika Media Sosial (X3)
	1. Engagement Rate 
	1, 2

	
	2. Kredebilitas sumber
	3

	
	3. Pengaruh konten negatif 
	4


Sumber : Data Diolah, 2025
[bookmark: _Toc207740094][bookmark: _Toc207748722]3.2 Populasi Dan Sampel
[bookmark: _Toc207740095][bookmark: _Toc207748723]3.2.1 Populasi
Populasi adalah keseluruhan subjek atau objek yang memiliki karakteristik tertentu dan relevan dengan masalah penelitian, yang akan menjadi sumber data. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh  wajib pajak PBB-P2 yang terdaftar aktif di Badan Pendapatan Daerah Kutai Kartanegara. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) yang terdaftar di Badan Pendapatan Daerah Kutai kartanegara pada tahun 2024 adalah sebanyak 57.357
[bookmark: _Toc207740096][bookmark: _Toc207748724]3.2.2 Sampel
Sampel merupakan bagian dari populasi yang diambil dengan menggunakan teknik tertentu dan dianggap dapat mewakili seluruh karakteristik populasi. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik Purposive Sampling. Teknik Purposive Sampling adalah teknik pengambilan sampel yang dilakukan dengan memilih individu atau kelompok secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan penelitian. Peneliti mengambil sampel wajib pajak PBB-P2 yang yang merupakan wajib pajak yang terdaftar di Kabupaten Kutai Kartanegara
Perhitungan sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus slovin yang berlandaskan kepada proporsi yang dilakukan dengan menduga, sehingga ukuran sampel yang didapatkan bisa akurat. Margin of Error Max yang digunakan sebesar 5%. Dengan mempertimbangkan jumlah populasi yang cukup luas, margin 5% dipilih untuk memperoleh akurasi yang lebih tinggi.  Berikut perhitungan menggunakan rumus slovin :
n = 
Keterangan:
n	= Jumlah Sampel
N	= Jumlah Populasi
e	= Margin of Error Max 5% (kesalahan yang dapat ditoleransi)
Perhitungan jumlah sampel : 
n = 
n = 
n = 400 responden
Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan, jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini ditetapkan sebanyak 400 responden, yang terdiri dari wajib pajak PBB-P2. Jumlah tersebut merupakan hasil pembulatan dari angka 399,99
[bookmark: _Toc207740097][bookmark: _Toc207748725]3.3 Teknik Pengumpulan Data
[bookmark: _Toc207740098][bookmark: _Toc207748726]3.3.1 Jenis Data
3.3.1.1 Data Primer
Menurut Hasan dalam Inayah Mawaddah Inadjo, 2022 data primer merupakan data yang dikumpulkan secara langsung di lapangan oleh peneliti atau pihak yang membutuhkan data tersebut. Data ini diperoleh dari hasil wawancara atau hasil kuisioner pada wajib pajak PBB-P2 yang terdaftar di Badan pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
3.3.1.2 Data Sekunder
Data sekunder merupakan data yang telah melalui proses pengolahan dan disajikan dalam bentuk seperti tabel, grafik, atau visualisasi lainnya. Selain itu, data ini juga diperoleh dari dokumen, studi kepustakaan, serta sumber-sumber tertulis lainnya seperti literatur dan peraturan yang memiliki relevansi dengan topik penelitian.
[bookmark: _Toc207740099][bookmark: _Toc207748727]3.3.2 Sumber Data
Data dari penelitian ini diperoleh melalui penyebaran kuisioner kepada wajib pajak PBB-P2 di Kabupaten Kutai Kartanegara. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui metode penelitian lapangan (field research), yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan secara langsung di lokasi penelitian yaitu sebagai berikut:
1. Observasi, yaitu merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan secara langsung terhadap aktivitas lembaga serta perilaku wajib pajak yang menjadi objek penelitian.
2. Kuesioner, yaitu merupakan instrumen berupa daftar pertanyaan yang disusun secara sistematis dan berkaitan langsung dengan permasalahan yang diteliti, serta digunakan untuk memperoleh data dari responden. Kuisioner disebarkan kepada wajib pajak yang terdaftar di Badan Pendapatan Daerah Kutai Kartanegara. Untuk mengukur jawaban responden, digunakan skala likert lima poin yaitu (1) Sangat tidak setuju, (2) Tidak setuju, (3) Kurang setuju, (4) Setuju, (5) Sangat setuju. Rincian penilaian adalah sebagai berikut:

[bookmark: _Toc207742874]Tabel 3. 2 Penilaian Bobot Pada Skala Likert
	No
	Angka
	Notasi
	Keterangan

	1
	1
	STS
	Sangat Tidak Setuju

	2
	2
	TS
	Tidak Setuju

	3
	3
	KS
	Kurang Setuju

	4
	4
	S
	Setuju

	5
	5
	SS
	Sangat Setuju



[bookmark: _Toc207740100][bookmark: _Toc207748728]3.4 Pilot Test
	Pilot test adalah tahapan penelitian yang dilakukan dalam skala kecil dengan tujuan untuk mengidentifikasi masalah, menguji validitas dan reliabilitas instrumen penelitian. Sebelum kuesioner di sebarkan kepada responden sesungguhnya, di lakukan uji coba terlebih dahulu. Pilot test telah dilakukan dengan menyebarkan kuesioner pilot test kepada 30 responden yang bukan responden sebenarnya. Berdasarkan hasil uji validitas, semua indikator telah memenuhi kriteria. Kemudian berdasarkan hasil uji reliabilitas keseluruhan data juga telah reliabel. Uji R-Square juga telah dilakukan untuk melihat hubungan antar variabel, berdasarkan hasil analisis R-Square di dapatkan bahwa variabel bebas (Independent) sangat baik dalam menjelaskan variabel terikat (Dependent).
[bookmark: _Toc207740101][bookmark: _Toc207748729]3.5 Alat Analisis Data
Dalam penelitian ini, teknik analisis yang digunakan adalah Structural Equation Modeling berbasis Partial Least Squares (SEM-PLS). Dalam penelitian ini, alat analisis data yang digunakan adalah SmartPLS 3. Proses analisis dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh antar variabel yang diteliti, sehingga data yang diperoleh dapat memberikan informasi yang berguna dalam proses pengambilan keputusan. Menurut Ghozali dan Latan (2015), terdapat beberapa alasan yang mendasari penggunaan metode Partial Least Squares (PLS) dalam penelitian, yaitu:
1. PLS dapat digunakan meskipun jumlah sampel relatif kecil, sehingga cocok untuk penelitian dengan keterbatasan responden.
2. Metode ini sesuai untuk menganalisis model yang masih dalam tahap pengembangan atau belum sepenuhnya mapan, karena PLS memiliki kemampuan untuk melakukan prediksi.
3. PLS termasuk dalam kategori soft modeling, yang tidak memerlukan pemenuhan asumsi klasik seperti normalitas data atau bebas dari multikolinearitas di antara variabel independen.
4. Pendekatan PLS mengasumsikan bahwa semua varians indikator dapat dimanfaatkan untuk menjelaskan variabel laten secara menyeluruh.
[bookmark: _Toc207740102][bookmark: _Toc207748730]3.5.1 Analisis Statistik Deskriptif
Menurut Sugiyono (2015) dalam Nurinda Suci Lestari (2023), statistik deskriptif berfungsi untuk menyajikan gambaran mengenai variabel-variabel dalam penelitian melalui ukuran seperti rata-rata (mean), nilai tertinggi (maksimum), nilai terendah (minimum), simpangan baku (standar deviasi), varians, jumlah total (sum), rentang (range), serta ukuran bentuk distribusi seperti kurtosis dan skewness. Statistik deskriptif merupakan proses penyajian data penelitian dalam bentuk tabel atau ringkasan numerik yang mempermudah proses interpretasi. Selain itu, statistik deskriptif juga digunakan untuk menggambarkan karakteristik responden, seperti jenis kelamin, tingkat pendidikan, pekerjaan, dan tingkat penghasilan.
[bookmark: _Toc207740103][bookmark: _Toc207748731]3.5.2 Model Pengukuran (Outer Model)
Menurut Usada dalam Ramadhani (2023), model pengukuran (Outer model) merepresentasikan hubungan antara variabel laten dan indikator-indikator yang mengukurnya. Hubungan ini menggambarkan sejauh mana masing-masing indikator mampu merefleksikan variabel laten yang dimaksud. Untuk mengevaluasi kekuatan hubungan tersebut, dilakukan serangkaian uji validitas dan reliabilitas, meliputi uji convergent validity, discriminant validity, composite reliability, average variance extracted (AVE), serta Cronbach's alpha.
3.5.2.1 Uji Validitas Konvergen
Uji validitas konvergen dilakukan untuk melihat tingkat korelasi antar indikator dalam satu variabel laten yang sama. Uji validitas konvergen menggunakan PLS dinilai berdasarkan loading factor. Suatu indikator dapat dikatakan valid apabila loading factor bernilai positif. Menurut Hartanto & Andrean dalam Nadia Birru Salma (2021), nilai factor loading yang diharapkan adalah lebih dari 0,7, namun indikator dengan nilai antara 0,4 - 0,7 masih dapat dipertimbangkan untuk dihapus apabila penghapusannya dapat meningkatkan nilai AVE dan composite reliability secara keseluruhan. Menurut Wisagdo & Susanti (2015), Indikator dianggap valid dalam merepresentasikan variabel laten apabila memiliki nilai loading factor di atas 0,6. Dengan demikian, indikator-indikator tersebut layak digunakan sebagai instrumen yang sesuai untuk mengukur konstruk laten yang dimaksud. 
Menurut Abdillah, W., & Hartono dalam Ramadhani (2023) uji validitas konvergen bertujuan untuk melihat korelasi antar indikator. Ketika memperoleh nilai korelasi yang tinggi dari indikator yang berbeda untuk mengukur variabel yang sama, kriteria nilai Average Variance Extracted (AVE) harus lebih besar dari 0,5 sebagai rule of thumb validitas konvergen dan outer loading harus lebih besar dari 0,7 
3.5.2.2 Uji Validitas Diskriminan
Menurut Nadia Birru Salma (2021) uji validitas diskriminan dapat dilakukan dengan mengukur nila cross loading dengan variabelnya. Validitas diskriminan dapat dinilai melalui nilai Average Variance Extracted (AVE). Suatu variabel dianggap memiliki validitas diskriminan yang baik apabila akar kuadrat dari AVE-nya lebih tinggi dibandingkan korelasi konstruk tersebut dengan konstruk lain dalam model. Selain itu, apabila nilai AVE melebihi 0,5, maka data dianggap telah memenuhi syarat validitas konvergen.
3.5.2.3 Uji Reliabilitas
Menurut Nadia Birru Salma (2021) pengujian reliabilitas variabel laten dengan indikator reflektif dapat dilakukan melalui dua metode, yaitu menggunakan nilai Cronbach's Alpha dan Composite Reliability. Uji Composite Reliability berfungsi untuk menilai sejauh mana indikator-indikator tersebut secara konsisten merefleksikan variabel yang dimaksud. Cronbach's Alpha yang digunakan dalam suatu pengukuran adalah lebih dari 0,7. Hal dikarenakan semakin dekat sutu koefisien keandalan dengan nilai 1,0 maka semakin baik dan reliabel. Menurut Ramadhani (2023), secara umum, jika nilai reliabilitas berada di bawah 0,60, maka dianggap memiliki tingkat keandalan yang rendah, sementara itu, nilai reliabilitas sekitar 0,70 masih dapat ditoleransi, dan jika mencapai di atas 0,80 maka dianggap menunjukkan reliabilitas yang tinggi. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa data dikatakan reliabel apabila Cronbach's Alpha melebihi 0,7 dan Composite Reliability melebihi 0,6
[bookmark: _Toc207740104][bookmark: _Toc207748732]3.5.3 Model Struktural (Inner Model)
Inner Model atau sering disebut model structural adalah suatu yang menunjukan hubungan kausal antar variabel laten. Inner model menjelaskan bagaimana satu variabel memengaruhi variabel lainnya berdasarkan teori yang mendasarinya (substantive theory). Ramadhani (2023) menyatakan bahwa untuk melihat hubungan antara variabel laten digunakan beberapa uji meliputi R-Square, Estimate for Path Coefficients, Effect Size (f-square), dan Prediction relevance (Q-square) atau Stone-Geisser's. Analisis inner model yang digunakan dalam penelitian in untuk pengujian yaitu R-Square. 
R-Square adalah angka yang menunjukkan seberapa besar pengaruh variabel bebas (Independent) terhadap variabel terikat (Dependent) dalam model penelitian. Menurut Hamid et al. (2019), nilai R-Square 0,70 (Kuat), nilai R-Square 0,50 (Moderate), nilai R-Square 0,25 (Lemah). Semakin tinggi nilai R-Square, artinya semakin baik variabel bebas (Independent) dalam menjelaskan variabel terikat (Dependent). 
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Pengujian hipotesis dilakukan dengan membandingkan nilai t-statistik yang diperoleh dengan nilai t-tabel. Dalam pengujian menggunakan metode bootstrapping, nilai t-statistik yang dihasilkan harus lebih besar dari t-tabel one tailed sebesar 1,64 pada tingkat signifikansi 5%, atau memiliki p-value kurang dari 0,05. Pengujian hipotesis ini dilakukan dengan melihat nilai p-value dan path coefficient. Nilai p-value berfungsi untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antar variabel, sedangkan path coefficient menunjukkan arah pengaruh tersebut, apakah positif atau negatif. Menurut (Ghozali, l 2016), jika nilai path coefficient bernilai negatif maka menunjukkan adanya pengaruh negatif, sedangkan nilai positif menunjukkan pengaruh yang bersifat positif
Dasar pengambilan keputusan dalam uji hipotesis adalah sebagai berikut:
1. Jika p-value < 0,05 dan nilai path coefficient berada direntang 0 - 1 maka Ha diterima, atau pengaruh antara variabel dependent terhadap variabel independent adalah signifikan dan positif
2. Jika p-value > 0,05 dan nilai path coefficient berada pada rentang -1 – 0 maka Ha ditolak, atau pengaruh antara variabel dependent terhadap variabel independent adalah tidak signifikan dan negative
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Lampiran 1. Pernyataan Kuesioner
A. Identitas Responden
Nama:
Jenis Kelamin: 
· Laki-laki
· Perempuan
Usia:
· < 25 Tahun		
· 25 – 35 Tahun
· 36 – 45 Tahun
· 46 – 55 Tahun
· > 56 Tahun
Pendidikan:
· SD/Sederajat
· SMP/Sederajat
· SMA/SMK
· Diploma
· S1
· S2/S3
Pekerjaan:
· PNS
· Karyawan Swasta
· Wiraswasta
· Petani/Nelayan
· Ibu Rumah Tangga
· Lainnya
Terdaftar Sebagai Wajib Pajak PBB-P2 di Kabupaten Kutai Kartanegara
· Ya
· Tidak
Status Kepemilikan Objek Pajak
· Milik Pribadi  
· Warisan
· Sewa
· Lainnya
Jenis Objek Pajak Yang dimiliki
· Tanah Kosong
· Rumah Tinggal
· Ruko/Toko
· Lainnya
B. Petunjuk Pengisian Kuesioner
Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat sesuai dengan keadaan, pendapat, dan pemahaman Bapak/Ibu/Saudara
Keterangan: 
1 = Sangat Tidak setuju		4 = Setuju
2 = Tidak Setuju			5 = Sangat Setuju
3 = Kurang Setuju


C. Pernyataan
1) Kepatuhan Wajib Pajak
	NO
	
PERNYATAAN
	JAWABAN

	
	
	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	STS
	TS
	KS
	S
	SS

	1
	Saya selalu membayar Pajak PBB-P2 sebelum jatuh tempo
	
	
	
	
	

	2
	Saya merasa bertanggung jawab untuk membayar pajak tepat waktu
	
	
	
	
	

	3
	Saya selalu melaporkan perubahan data tanah atau bangunan kepada pihak pajak segera setelah terjadi perubahan
	
	
	
	
	

	4
	Saya melaporkan perubahan data tanah atau bangunan dengan benar
	
	
	
	
	

	5
	Saya secara aktif mencari informasi terkait terbitnya SPPT PBB-P2 setiap tahun.
	
	
	
	
	



2) Pelayanan Fiskus
	NO
	
PERNYATAAN
	JAWABAN

	
	
	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	STS
	TS
	KS
	S
	SS

	1
	Fiskus cepat tanggap terhadap keluhan dari wajib pajak
	
	
	
	
	

	2
	Fiskus cepat tanggap terhadap pertanyaan dari wajib pajak
	
	
	
	
	

	3
	Sosialisasi tentang perpajakan yang diberikan oleh petugas pajak telah membantu saya dalam memahami hak dan kewajiban selaku wajib pajak
	
	
	
	
	

	4
	Prosedur pelayanan tidak berbelit belit
	
	
	
	
	

	5
	Saya merasa puas dengan pelayanan fiskus karena sesuai dengan harapan saya
	
	
	
	
	



3) Kebijakan Fiskal
	NO
	
PERNYATAAN
	JAWABAN

	
	
	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	STS
	TS
	KS
	S
	SS

	1
	Saya merasa bahwa insentif pajak PBB-P2 diberikan secara adil kepada semua wajib pajak
	
	
	
	
	

	2
	Saya mengetahui bahwa terdapat kebijakan pengecualian pajak untuk objek tertentu dalam PBB-P2 di Kabupaten Kutai Kartanegara
	
	
	
	
	

	3
	Kebijakan pengecualian pajak membuat saya merasa sistem perpajakan lebih adil
	
	
	
	
	

	4
	Saya merasa kebijakan fiskal yang diterapkan oleh pemerintah daerah telah meringankan beban pajak yang harus saya bayar
	
	
	
	
	

	5
	Kebijakan fiskal yang diterapkan membuat saya lebih sadar akan pentingnya membayar PBB-P2
	
	
	
	
	





4) Dinamika Media Sosial
	NO
	
PERNYATAAN
	JAWABAN

	
	
	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	STS
	TS
	KS
	S
	SS

	1
	Saya sering melihat konten yang memiliki kaitan dengan perpajakan di media sosial (seperti Instagram, Facebook, TikTok, atau YouTube)
	
	
	
	
	

	2
	Saya menyukai, membagikan, atau mengomentari konten yang memiliki kaitan dengan perpajakan yang saya temui di media sosial
	
	
	
	
	

	3
	Saya percaya bahwa informasi yang saya baca di media sosial dapat dijadikan pertimbangan dalam memahami isu perpajakan
	
	
	
	
	

	4
	Membaca berita viral tentang kasus pajak di media sosial membuat saya merasa khawatir atau ragu untuk membayar pajak
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